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ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN VONIS 

TERHADAP TERDAKWA YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT

UMUM

NAMA : SAHAT WAHYU F.HASIBUAN

NIM : 02061001035

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan hakim yang Dalam UU No. 48 

tahun 2009 Pasal 1 menjelasakan “ kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”, Berhubungan dengan 

kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) 

Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak 

harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar.

Seorang hakim harus mempunyai sifat-sifat tertentu yang merupakan syarat untuk 

menjadikannya sebagai hakim yang benar-benar adil, cakap dan berpengalaman. Seorang hakim 

diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam 

memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang 

diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan 

menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan 

putusan terhadap peristiwa tersebut. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam 

menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Kata Kunci: UU No 48 Tahun 2009, Menegakkan Hukum dan Keadilan, Kebebasan Hakim, Terdakwa 
dan Peradilan.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia sudah sejak lahir mengetahui apa yang yang jahat dan 

apa yang tidak baik menurut ukurannya masing-masing, sesuai dengan perkembangan 

dan pengetahuan serta pengalamannya yang di pengaruhi oleh niveau 

(derajat/tingkatan) dan mileau (lingkungannya)

Di dalam kehidupan bermasyarakat seseorang pada dasarnya tidak suka dirugikan 

dalam hubungannya dengan sesamanya, maka perlu adanya di atur bagaimana 

seharusanya tingkah laku seseorang terhadap sesamanya didalam masyarakat, agar 

sesuai dengan norma atau kaidah. Norma atau kaidah yang ada di dalam masyarakat 

di bentuk untuk menjaga ketentraman, ketertiban, kenyamanan guna mencapai 

keteraturan serta kebahagiaan bersama apabila aturan atau kaidah berjalan sesuai 

dengan apa y g seharusnya (das sein) dan senyatanya (das sollen) yang ada di dalam 

masyarakat.1 Akan tetapi sering kali kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat 

ketentraman, ketertiban serta kenyamanan mengalami gangguan baik berasal dari dari 

dalam maupun dari luar masyarakat, yang mengakibatkan terjadinya timpang atau 

tidak seimbang di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mengatasinya maka 

diperlukan norma-norma yang ada di dalam masyarakat yang salah satunya adalah

'n:
C.S.T. Kansil, 1979, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Hal

34
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hukum sebagai alat untuk melindungi kepentingan umum sehingga tercipta 

, tertib, adil serta mempunyai sanksi berupa hukuman atau denda bagi 

seseorang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan didalam masyarakat.

Hukum merupakan sumber dari segala peraturan yang semestinya harus di taati 

oleh semua orang di dalam suatu masyarakat,dengan ancaman akan mendapat 

celaan,harus mengganti kerugian, atau mendapat hukuman bagi pelaku pelanggaran 

dan kejahatan, sehingga akan membuat tenteram,adil dan makmur di bawah naungan
•j

tertib hukum.

Hukum tidak bisa dilepaskan dengan esensinya yakni keadilan, keadilan sering 

disebut sebagai keutamaan hukum. Dengan meminta manusia untuk berfikir secara 

jernih, bertindak atas dasar kebenaran serta pertimbangan hati nurani dan keyakinan. 

Oleh karena itu, keadilan juga meminta manusia untuk mampu mengatasi hambatan- 

hambatan yang menghalangi terwujudnya keadilan dalam kehidupan bersama, dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian 

hukum dengan penegakkan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, 

dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat 

menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.3

Dalam UU No. 48 tahun 2009 Pasal 1 menjelasakan “ kekuasaan kehakiman 

adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya

norma

rasa aman

guna

2 Hendrastanto Yudowidagdo .Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bina aksara. Jakarta 
: 1987,Hal.3
http://ww\v.lawskripsi.com/index.php?oplion=com content&vicw=article&id=143^ltpmJH-M'j 

akses tanggal 6 oktober 2010 “ «.uemia

http://ww/v.lawskripsi.com/index.php?oplion=com
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negara hukum Republik Indonesia”, Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu 

pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 4 ayat (1) 

UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, 

karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar.

Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam 

pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 

Pasal 4 ayat (1) “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak memheda-

bedakcm orang. ”

Seorang hakim harus mempunyai sifat-sifat tertentu yang merupakan syarat untuk 

menjadikannya sebagai hakim yang benar-benar adil,cakap dan berpengalaman. 

Dalam mencapai keadilan yang tepat di jepang di kenal dengan istilah “SEITMITSU 

SIIIHO” artinya efisien dan cepat adil.4 Hakim dalam memberikan putusan tidak 

hanya berdasarkan pada undang- undang yang berlaku saja tetapi juga harus 

berdasarkan nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karena itu dalam 

memberikan putusan hakim harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan 

rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, ada beberapa 

penafsiran hukum(interprestasi hukum) yaitu: 5

a. Penafsiran tata bahasa( grammatikal)
b. Penafsiran sahih (authentik)
c. Penafsiran historis
d. Penafsiran sistematis
e. Penafsiran nasional
f. Penafsiran teleologis
g. Penafsiran ekstensif

4 Syarifuddin Pettanase.dan Ansorie Sabuan.2000. Hukum Acara Pidana,, Universitas Sriwijaya Hal

5 C.S.T. Kansil, Op Cit 1M 64
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h. Penafsiran restriktif
i. Penafsiran analogi
j. Penafsiran a contrario(peringkaran)

Faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi , politik 

dan lain- lain. Faktor fasilitas sarana pendukung untuk penegakan hukum sangat di

perlukan, tanpa adanya sarana atau fasilitas makan penegakan hukum tidak akan

berjalan lancar, hati nurani seorang hakim harus merasa terpanggil dalam memikirkan

nasib dan keadaan bangsanya. Hukum yang progresif menyoroti keprihatinan

berbagai kalangan masyarakat mengenai keadaan penegakan hukum di Indonesia saat

ini, yang dinilai tidak mencerminkan keadilan serta tidak memihak kepada

masyarakat luas.

Sorotan tajam di tujukan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, 

jaksa, hakim dan juga advokat yang di persalahkan sebagai para pihak yang 

menyebabkan merosotnya kewibawaan hukum.6 Untuk itu di harapkan peran hakim 

dengan melakukan penemuan hukum yang bersifat progresif melalui putusan- 

putusannya agar kehancuran sosial atau ketidakstabilan sosial yang terjadi dalam 

masyarakat Indonesia dapat di hindarkan, serta membantu bangsa dan negara keluar 

dari jurang keterpurukan dalam segala bidang.7 Kekuasaan Kehakiman di wujudkan

dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia, karena 

istilah hakim itu ada dua pengertian yaitu pertama mengadili suatu perkara di

pengadilan yang kedua orang yang bijak.

Ahmad R i fa i. Penemuan Hukum oleh Hakim 
Grafika.Cirebon:20l0.,hal xii 
7 Ibid, hal xii

dalam Persfektif Mukum Progresif,\ Sinar
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Ada beberapa contoh kasus, dimana dalam penjatuhan putusan oleh hakim 

melebihi tuntutan jaksa seperti kasus pembunuhan Dr.Alia Pranita Sari yang 

hakim menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap terdakwa iwan andriansyah padahal 

jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman 15 tahun di Pengadilan 

Negeri Palembang. Begitu juga halnya dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh 

Jaksa Urip Tri Gunawan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup terhadapnya 

padahal jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman 15 tahun.

Kehadiran hukum dalam pergaulan hidup pancasila ini tidak sekedar 

menunjukkan pada dunia luar bahwa Negara berdasarkan atas hukum, melainkan 

adanya kesadaran akan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh hukum itu sendiri.

Sejalan dengan di atas Baharuddin Lopa memberikan gambaran berbagai fungsi 

hukum tersebut yaitu8

1. Hukum sebagai alat perubahan social (as a tool ofsocial engineering).jadi hukum 

adalah kekuatan untuk mengubah masyarakat (change agent).

2. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu 

tingkah laku (as a tool of justification).

3. Hukum berfungsi pula sebagai .as a

mana

tool of social control. yaitu mengontrol 

pemikiran dan langkah-langkah agar kita tidak selalu terpelihara tidak melakukan

perbuatan yang melanggar hukum.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara

konflik yang di hadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum.

Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta- 

Bintang, 1987), hal. 32.

atau

8
Bulan
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nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam 

suatu pcrkar, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara 

imparsial berdasarkan hukum yang berlaku maka hakim harus selalu mandiri dan 

bebas dari pengaruh pihak manapun terutama dalam suatu keputusan.9

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak 

memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu

tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian 

terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. 

Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. 

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan 

yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.10

Indonesia dapat di katakan negara paling aneh di dunia, karena sebagai salah satu 

negara paling korup di dunia, justru paling sedikit yang berhasil di jebloskan dalam 

penjara salah satu penyebab sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adalah karena 

tidak konsistennya penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak 

Seseorang barulah dianggap bersalah apabila sudah ada putusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan seseorang itu telah terbukti 

melakukan tindak pidana.11 Hal ini menunjukan bahwa penerapan hukum belum 

sepenuhnya dapat terlaksana.

hukum.

9Ahmad Rjfai.0p.O7., hal 2
http://pembunuh08.blogspot.com/2010/07/makalah-putusan-pengadilan 17 htmloktober 2010 “ ' ’

11 Ahmad Rifai,Op.Cit, hal 36
akses tanggal 8

http://pembunuh08.blogspot.com/2010/07/makalah-putusan-pengadilan
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Menurut Soerjono Soekanto masalah hukum yang tidak terlaksana^ mungkin saja 
terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya antara lain :
a. Faktor hukumnya sendiri, hal ini mungkin saja terjadi jika dalam undang-undang 

tidak di atur batasan-batasan dalam berprilaku atau adanya ketidakjelasan kata 
dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Kemungkinan hal itu di karenakan 
adanya penggunaan bahasa belanda sehingga menimbulkan penafsiran yang 
salah/ berbeda dalam masyarakat.

b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang 
menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penagakan hukum, misalnya tenaga 
hukum yang professional, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.
d. Faktor masyarakat, dalam hal ini sangat penting kesadaran hukum masyarakat. 
Jika penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum,penegakan 
hukum mungkin dapat dilakukan,tetapi tidak efektif karena masyarakat tidak sukarela 
mematuhi aturan/hukum yang berlaku.
e. Faktor kebudayaan, kebudayaan masyarakat di setiap daerah berbeda-beda. 
Kebudayaan itu ada sejak manusia ada, dapat dikatakan melekat dalam pribadi 
masing-masing manusia. Kebudayaan sangat berpengaruh dalam penegakan hukum.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak

memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur 

dalam Pasal 10 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 yaitu : 11 Pengadilan dilarang menolak 

untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan 

dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, ^melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya. ” Dalam menemukan hukumnya seorang hakim diperbolehkan untuk 

bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin).

Dari uraian di atas,maka penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atau penelitian 

lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG

MENJATUHKAN VONIS TERHADAP TERDAKWA YANG MELEBIHI 

TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

12
Soerjono Soekanto, efektifitas hukum dan peranan sansksi, Remaja karya, Bandung, 1985,
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B. Perumusan Masalah

Berlatar belakang pada fakta dan peristiwa yang telah di tulis dalam latar 

belakang diatas,maka masalah-masalah yang di telaah dalam studi ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar seorang Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat 

tuntutan / dakwaan dalam sebuah perkara pidana?

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Vonis 

terhadap terdakwa yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Vonis 

terhadap terdakwa yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum

2. untuk mengetahui lebih terperinci hal-hal apa saja yang menjadi dasar Jaksa

Penuntut Umum dalam mebuat surat tuntutan /dakwaan dalam sebuah perkara 

pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis :

a. Untuk melengkapi bahan-bahan kajian tentang Analisis yuridis terhadap 

putusan hakim yang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa yang melebihi 

tuntutan jaksa penuntut umum

b. Memberikan pemikiran-pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum,khususnya 

hukum pidana

2. Manfaat praktis
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Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan 

sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara 

bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan

hukum,

hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris,yaitu bentuk 

penelitian yang menganalisis suatu kasus serta mengetahui penegakan hukum dalam 

menanggulangi tindak pidana.

Metode pendekatan yang digunakan adalah: 

a. Pendekatan yuridis empiris, yaitu mengetahui penegakan hukum dalam

menanggulangi tindak pidana

b. Pendekatan yuridis normatif, dilakukan dengan mempelajari dan menelaah

teori-teori tentang ketertiban dan perundang-undangan

2. Sumber Data

Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis membagi beberapa jenis data 

dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu :

yang

1. Data Primer, data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research), 

yang dilakukan dengan cara meminta keterangan kepada pihak-pihak/ instansi 

pemerintahan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu pengadilan Negeri 

Palembang, Pengadilan Jakarta Pusat ( Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).
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2. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang 

Hukum Acara Pidana

b) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

c) Yurisprudensi (Hakim Pengadilan Negeri)

2) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang ada hubungannya 

dengan masalah hukum acara pidana khususnya berkaitan dengan Putusan Hakim

yang melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum.

3. Data Tersier, Bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder.Dalam penelitian ini di gunakan 

Kamus Besar Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Belanda, artikel- 

artikel pada Koran/surat kabar, dan majalah-majalah.
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3. Teknik Pengumpulan Data

a. Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu penelitian yang harus 

mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap.

b. Pendekatan Pengamatan (Observation),adalah teknik pengumpulan data

yang di gunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan

peneliti.

4. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data, Mengolah data yang telah di peroleh dengan cara editing, 

yaitu membetulkan jawaban yang kurang jelas,meneliti kelengkapan 

jawaban,dan menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lain sehingga 

di peroleh data yang akurat,singkat dan jelas.

2. Analisis Data, menganalisis data yang telah di peroleh dalam penelitian 

tersebut dengan cara deskripstif kualitatif, yaitu data yang di telah 

dikumpulkan akan di sajikan dalam uraian dan di jelaskan berdasarkan 

logika,sehingga kemudian akan di peroleh suatu kesimpulan yang bersifat 

deduktif, yaitu kesimpulan yang di uraikan dari hal-hal yang umum ke hal- 

hal yang khusus dan di sajikan dalam bentuk umum.
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